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Menimbang 3 a, bahwa dengen telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri

Do

Hengingat t le

2e

3e

4o

Se

Nomor ¢ T Tahun 1993 tentang Izin Nendirikan Bangunan dan Igzin
Undang—undang Gangguan bagli Perusahaan Industri dan Instruksi
Menteri Dalam Negeri Nomor : 32 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan
Pemberian Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-undang Gang—
guan bagi peruszhaan industri, dalam mendorong dan meningkatkan
Penanaman modal dengan Penyederhanaan Prosedur Perizinan dalam
rengka upaya Deregulasi, maka dipandang perlu untuk menindak -~
lanjuti kedua Peraturan tersebut;

bahwa ager maksud pada huruf a tersebut diatas dapat direslisa~
gilkan, maka perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat IT Musi Banyuasine

Undang-undang Gengguan Nomor & 226 Tahun 1926 yeng telah diubah
dan disempurnakan terakhir dengan Staatblad Tahin 1940 Nomor 3
14 dan Nomor t 450;

Undang-pndang Nomor t 12 (Drt) Tahun 1957 tentang Peraturan
Umun Retribusi Daerah (Lembarsn Hegara Tahun 1957 Nomor & 57 ;
Tambahan Lembaran Negara Nomor s 1288);

Undang-undang Nomor : 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II dan Kotepraje di Sumatera Selatan (Lembaran KNegara
Tahun 1959 Nomor t 73);

Undang-undang Nomor 3 5 Taln 1974 tentang Pokok-pokok Pemerin—
tahan Bi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor s 38, Tambah+
an Lembaran Negere Nomor : 3037); .,
Undang=undang Nomor ¢ 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lem —
barsn Negars Tahun 1984 Nomor s 22, Tambahan Lembaran Negare Ho
mor ¢ 3274); '

6o Peraturan Pemerintah sesee
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Peraturan Pemerintah Nomor 3 13 Tahun 1987 tentang Izin Usaha
Industri (Lembaran Negara Tzhun 1987 Nomor 3 21);

Poraturan Pemerinteh Womor 1&1. Tehun 1987 tentang Penyerahan
Sebagian Urusan Pemerintah dibldang Pekerjaan Uimmm kepada Dae
reh Tingkat I dan Tingkat IT (Lembaran Negara Tahun 1987 INo~_
mor 25),
Peraturan Pemerintah Nomor 3 6 Tahun 1988 tentang Xoordinasi -
Kegiatan Instansi Vertikal di Daereh (Lembaran Negere  Tahun
1988 Nomor t 10);

Keputusan Presiden RI Nomor t 27 Tahun 199‘3\ tentang Tata Care
Penanaman Modal;

Peraturan lenteri Dalam Negeri Nomor s 7 Tahun 1993  tentang
Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-undang Gangsuan bagi
Perusahaan Industrij ' '

Instrukei Menteri Dalam Wegeri Nomor t 32 Tahun 1994 tentang

Pelaksanaan Pemberian Izin lMendirikan Barigunan dan Izin  Un-—
dang-undang Gangguan bagi Perusahaan Industri;

Peraturan Daerah Womor ¢ 06 Tahun 1985 tentang Pembentukan Su
sunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umun Kabupg
ten Daerah Tingkat II IMusi Bamyuasing

Peraturen Daerah Kebupaten Daeralh Tingkat IT Musi Banyuasin -
Womor ¢ 14 Tahun 1993 tentang Uar.;pg Leges,’

2

Dengen Persetujuan Dewan Perwelcilan Rekyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II

sl Banyuasin.

Menetapkan H

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAE TINGKAT II MUSI BANYUASIN
TENTANG TZLF MENDTRIKAN BANGUUAN (IMB) DAY IZIN UNDANG-UNDANG
GANGGUAN (UUG) BAGT PERUSAHAAN INDUSTRL DALAN KABUPATEN DARRAH
TINGKAT II MUST BANYUASTIN.

BAB I
KEHIENTUAN UMM

Pasal 1

- Dalam Peraturan Dzerzh ini yang dimaksud deng,an' t

a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat IT Musi Banyuasine

_be Penerintah Dacreh se
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Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat
IT Husi Banyuesine '
Bupati Kepala Deereh adalsh Bupeti Kepale Dasrah Tingkat II
Musi Banyuasine '
Dewan Perswalcilan Rekyat Deereh adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasine
Sekretaris Wila.yah/Daerah adalah Selcre'tafcis Wilaya.h/])aerah -
Tingkat IT Muel Banyuasin,
Dinas Pekkerjaan Umm adalah Dinas Pekerjaan Umm  Kabupaten
Daerah Tingket IT Iusi Banyuzsin.

Kawasan Industri adalah Kawasan tempat pemusatan kegiatan In
duetri pengolahan yang dilengkapi dengan sarena, prasarena —
dan fasilitas pemunjeng lainnya yang disediakan dan dJdikelo—
lah oleh Perusahaan Kawasan Industri,

Perusahaan Kawasan Industri adalah Perusahaan Badan Budaam

yang didirikan menurut Hukum Indonesia dan berkedudukan di

Indonesia yang mengelolah Kawasan Industri.

Perusahaan Industri adalah Perusahazn yang bergerak dalam
bidang industri yang berada dalam Kawasan Industri dan  di- -
luar Xawasan Industri t_etapi dalam RUTR yang PBEDIE/PBTA maupun
yang non PHIN/PMA.

Penanam lModal adalsh Perusahaan Industri PIDN, PMA, Non PMIN
dan Non PHA dalam Kawasan Industri maupun yang diluar Kawagw
en Industri sebagaimane dimalksud dalam pasal 3 Undang-aumndang
Nomor & 1 Tahun 1967 dan Perusahaan Nasional atau Perseorang .
an sebagaimana d.i.maksué. pasal 3 Undang-undang Nomor 3 6 Ta -
hun 1968.

Izin ‘Lokasi adelak-Izin yang diberikan kepada Penanam Modal—
atas Rencana Penggunezan lahan dalam suatu Wilayah tertentu -
dengan maksud untuk Pembebasan hak atas Tanah sesuai dengan
Rencana Tata Rueng Wilayeh,

Izin mendirikan Bahgunan atau disingkat IMB adalah Izin yang
diberikan dalam rangka mendirikan bangunan secara fisik ber—
dasarkan Peraturan Pemerintah Nomor s 14 Talun 1987,

me Izin Undang—undange e's's
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Izin Undang-undang Gangguen atau disingkat Izin UUG adalah
izin yang diberikan bagi Tempat-tempat Usaha berdasarkan —
pasal 1 ayat (1) Undangundang Gangguan Stastblad  Tahun
1926 Womor i 226 yang telah diubah dan disempurnaikan ter —
akhir dengan Staatblad Telun 1940 Nomor 3 14 dan Nomor 3 -
450,

Y
Sempadan adalah batas suatu lokasi tansh terhadap tanah
orang Perseorangan, Pemerfintah atau Badan Hukume

Uang Sempadan adzslesh biaya pengukuran batas suatu lokasi ~
tanah terhadap tanah orang perorangan, Pémerintah_«\atw Ba-
dan Hukum, .

Perzil adalah luas lokasi tanah oreng pei-orangan, Penerin.
tah atau Badan HMukum,

Tarif Lingkungan adalah besarnya pungutan permeter persegi

dari luas ruang usaha yang meliputi bangunan tertutup mau-
Pun terbuka sesuai kondisi lingkungen,

Prosentase Maksimal 2 % adalah angka prosentase tertinggi
untuk perkalian dalam komponen perhitungan retribusi IMB.

Index Lokasi adalah angka index klasifikasi jalan yang di-
tetapkan berdasarkan lokasi atau letak jalan dan  kondisi
lingkungan.

Index Gangguan adalah angka index besar kecilnya gangguan
yang mungkin ditimbulkan oleh Perusahaan Industri,

BAB I
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

BAGIAN. PERTAMA :
PERMOHONAN

Pagal 2

Perusahaan Kewasan Indilstri atau Perusahaan Industri yang-
akan Mendirikan Bangunan dan sarana penunjang;_)ya wajib me-
ngajukan Pemmchonan Izin Mendirikan Bangunan (TMB),.

Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagaimsna ter—
cantum dalam ayat (1) pasal ini, diajuken kepada Bupati Ke
palz Daerah melalul Dinas Pekerjaan Umum,

Permohtnan IMB Perusszhaan Industri dalam Kawasan Industri
dapat diajukean’ lahgsu.ng oleh Perusahaan Industri atau ne—
lalui Perusahaan Kawasan Industri kepada Bupatl melalui Ke

pala Dinas Pekerjaan Uxﬁum.
(41-) Pommohonay eesescsses
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(4) Permohonan TMB diajukan dengen mengisi formulir yang fomatnya
geperti pada Lampiran I Peraturan Daesrah ini.

Y
BAGIAN KEDUA

PERSY ARATAN
Pagsal 3

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini
diajukan dengan melengkapi -persyaratan sebegai berikut i '
a, Rekamen Suret Izin Lokasij

be Rekaman KIP atau bukti diri penanda tangan pemmohonan;

Ce Rekaman Akta Pendirian Perusahaan bagl yang berstatus Badan Hu-
kom/Badan Usaha atau Rekaman Anggeren Dasar yang sudeh disahken
bagi Koperasij;

de Suret Kuasa apabila penanda tangan permmohonan bukan  dilakukan
oleh Pemohon sendirij

o, Rekaman Sertifikat hak atas tanah atau bukti perolehan tanah;

f. Rekaman tanda pelunasan PBB tahun terakhir;

8+ Surat Pernyataan Pemohon tentang kesanggupan mematuhi persyaret
an-persyaretan tehnis bangunan sesuai dengan Pedoman Tehnis yang
ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum, serta geris sempa.aan Ja
lan, koefisian dasar bangunan dan koofisien lantai bangunan yang
ditetapkan oleb Pemerintah Daerah;

he Rekaman Rencana Tata Bangunan dan Prasarana Kawasan Industri
yang disetujul Bupati dengan memunjukkan lokasi kapling untuk
Bangunan ye.hg bersangkutan, bagi Perusahaan Industri yang bex-
lokasi di Kawasan Industri.

BAGIAN KETIGA
PEMBERTAN IZIN MENDIRIKAN
BANGUNAN (IMB)

Pagal 4

(1) Kepala Dinas Pekerjaan Umum, mengadaskan penelitian kelengkapan
persyaratan Permohonan IIIB dimaksud pasal 3 Peraturan Daerah ini,
(2) Jikn Peramyaratan telah lengkep den benar, permohonan diterima

.. dan Aiberikan tanda bulcti. venerimaan. . e .

(3) Dalam Jangkn walkctu 2 {&un) tiaxd kerja seteldh petushonsn atmg

ma Pajabat sdbagainany. terashut pads agat (1) yesal dnd§maka < -

Kepala Minas Paker Jaan Umimn manetaﬂcan bem Retﬁm Jang
WY dibwar’?

(%) Berdasarken penetapah & se‘bagalmana. T Eerabut ayat (3) pasal ini

Pemohon membayar Retribusi,

{5) Setelah melunasit eeeceeessd
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(5) Setelah melunzsi Retribusi sebagaimana tersebut dalam ayat (4)

pasal ini pemohon dapat melaksanakan Pemb.anguna.n Bangunan se-—
cara PFigike |

(6) Setelah Bangunan selesai pemohon wajib menyampaikan laporen se
i cara tertulis dilengkapi dengen 1
‘ ae Berita Acare Pemeriksaan dari Pengawas yang telah  diakre—
r ditasij
b Gambar siap Bangunan (as~built drawings);
e Rekaman bultti pembayaran Retribusi.

Pagal 5

(1) Berdasarkan Laporan dan Berita Acara Pemeriksaan Kepala Dinas
Pekerjaan Umun atas nama Bupati menerbitkan INB.

(2) Jangks waktu penerbitan Izin Mendirikan Bengunan (IMB) ditetap
kan selambat-lambatnyz 12.(Dua belas) hari kerja terhitung se-
jak diterimnya laporan dan Berita Acare Pemeriksaan.

(3) Izin Mendiriken Bangunan (IMB) sebagaimane tersebut dalam ayat
(1) pasal ini sekaligus berlaku bagl penggunaan bangunan,

BAB III
IZIN UNDANG-UNDANG GANGGUAN (UUG)
BAGTAN PERTAMA
- PERMOHONAN

Pasai 6

(1) Setiap Perusahaan Kawasan Industri dan bagi perusabzan indus -
tri wejib memiliki Izin Undang-undang Gangguan (UUG)  kecuali
bagi Perusahaen yang jenis industrinys wajib Amdal atau yang |
berlokasi didalam Kawasan Industri.

(2) Permohonan Izin Undang-undang Gangguan (UUG) oleh_  Perusahéan
Industri atau Perusahazn Kawasan Industri diajukan kepada
Bupati melalui Sekretaris Wilayah/Daerah.

" (3) Pemmotons Totn Gnte = Udang Gesgaian (WUG) sbegmens S
s . © md pade ayat (2) pasal ind diajften ssmai contoh Formulir yang

| .Fomatuga sepertd peds lempivan T Peratuven Dasdsh dudd

BAG’IM\T KEHIA I EEEN NN ENE NREENENENMNSZY]
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BAQIAN XEDUA
PERSYARATAN

Pagal T

Permohonan sebagaimana dimeksud dalam pasal 6 Peraiuran Daerah ini

diajukan dengen melengkaepi p,grsyamtan gehagai berikut

Lo

Do

Ce

de

Co
" e

Ee
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(3)

(1)

Rekaman Surat Izin Lokasi§

Rekaman KTP dan NPWP Perusahaan yang bersam@ﬂtan;

Rekapman Akta Pendirian bagi Perusahaan yang berstatus Badan Hu~
lmm/Bad.an Usaha atau Rekaman Anggeran Dasar yang sudah disahkan
bagi Koperasij ‘ -

Rekaman tanda pelunasan PBB Tahun terakhir sesuai tempat per—
untukan tanah/penggunaan sebagai lahan Industri;

Rekanan Sertifikat atas tansh, atau bukti perolehan tanah;
Rancangen tata letak Instalasi, mesin/peralata,n dan perlengkap-
an bangunan Industri yang telah disetujui oleh Pimpinan Per-
usahaan pemchon atau yang dikuasakanj

Persetujuan tetangga atau masyarakat yang berdekatan;

Bagan alir Proses Produksi dilengkapi dengan daftar bahan balm/
pemmnjang dan Bagen alir Pengolahan Limbah,

BAGIAN KEITGA
. PEMBERTAN IZIN UNDANG-UNDANG
GANGQUAN (UUG)
Pasal 8
Sekretaris Wilayah/Daereh:melaluian penelitian terhadap per-
syaratan pexmohonan Izin Undang-undang Gangsuen (UUG) tersebub.

Jika telah memenuhi persyaratan, lengkap dan benar, pemohon wa
jib membayar Retribusi yang ditetapkan.

Setelah Persyaratan sebageimens tersebut dalam ayat (2) pasal
ini dipenuhi, permohonan diproses dan atas permohonan tersebut
disiapkan nasgkah Burat Keputusan Pemberian Izin Undang = undang
Gangeguan (UUG). .

Pagal 9

Sekretaris Wilayah/Daerah atas nama Bupati menerbitkan . Izin
Undang-undang Gangguan (UUG).

(2) Jangka Waktll ewesvnse
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(2) Jangka waktu penerbitan Izin Undang-undeng Gangguan selambat--
lambatnya 32 (Tiga puluh dua) heri kerja terhitung sejak Per-

mohonan tersebut diterima secara lengkap dan benar.

(3) Izin Undang-undang Gangguan (UUG) berlaku selama  Perusahaan
Kawasan Industri dan Perusahasan Industri yang bersangiatan ma
sih beroperasiy dan setiap 5 talun wajib mendaftar uleang.

BaB IV
OBJEK DAN SUBJEK

Pasal 10

Objek Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-undang Gangguan -
adalah Perusahaan Kawasan Industri dan Prusahsan Industrie

Pasal 11

Subjek Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-undang  Gangguan
adaleh setiap orang ateu Badan Fukum yang mendirikan dan atau
memperluas baggunan industri dan kawasan industri dalam rangka Pe
nanaman modal diwajibkan memiliki IMB dan atau izin UUCG dari Bu-
pati Kepala Daerah, )

BAB V
REPRIBUSI ATAS IZIN MENDIRTKAN
BANGUNAY (IMB) DAN IZTN UNDANG
UNDANG GANGGUAW ( UUG )

Pasal 12

—— -

(1) Besarnya Retritusl Lzin Mendirikan Bangmnan dltetapkan sebagat -
‘berikut
RIMB 2 1B x THIB per X2 x 935 %

(2) Selatn dikenaksn Retribuei msbagalmans &makoud ayat {1) pasal 4ni,
diwajitkan membayar biaya Formulir ssbasar Rpe' 105000, { sepulube-
i rupiah )J

' Paml 13

(1) Besamya Rotribusl pemberian Izin Undang = Undang Gangguan {0UG)
ddperhitungitan esbagal bartlut # -
RUUG & T x TL R LRI 7+~ - - e

{2) Menganai PTarif Lingaingan; Index Lokamds' dan Tndex Cangeuan datur
dangan Keputugan Bupati Kepala Dasrahs

{3) Selain dikenskan Retritusi soperti dimakeud pads aya (1) pamsd =
ini diwnjibken pecbayar uang Adninigtrasi berupa bisya formilir
Rp%' 155000y~ ( Ldma belas ritu rupdsh ) |
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Paml U4
Senia Pgnien ssbaginens fercantun pads paml 92 dan paml 13 Peatioan
Draruh fri)' selmidat = lasbatiyn dalam woktu 3 (44) hari kerda dlewbor
1sngmang ke Kan Dngrah Pingat IT ist Bagningind
F: TV 5 4
Paml 15
Pangawasan &an Pangandalian Palaksnnasn Paborisn Icin « ixin begl Perum
hasn Infigtrl yang dlatuer dalan Peratuzan Dasrabh ini dilakikan olah Xetus
XD Propdnes. Sumaters Solatan atas name Oubcwmre Xopals Taszeh Tinsat-
1 Amaters Selatad?
AR VII
Faml 16
(1) Sesua kegiatan Pesbangrmn yeng meapergunnlan ruang / peretl yang &1
el dan Misndalilian oleh Pupati Kepnla Dnerah atmi Petusas yang &1
tun gt

(2) Apadila Zerdapat bansnan = bangmen industrl barz tange dain { bange-
pan 1ar ) mportd yang dimokeud peda ayad (1) pessl ind;' mide pemilil
bangwan dlwa jidkan untilc segeora nasehi ewmafidaomyn sosual  dangan
Peratim Dagrak $rd &an apabiln gudah dperingatioon {Iimi Smpm -
tartulis ) totapl tidak @indalian,' mala dengunan terssbut skan dibong
m:s-mmmmbmn:m-m:mmmm -

(3) Bagl bangumn dndastrd yung diporuntuddonn soperts dimaksud ayst (1)
paml ind ssdang A¥vilon / dbangm,' sioantars Izin Mendirikan Ba
ngimeys bolum aday maka pemilik bangmon kaxuis menghantikan kegiatan
peebanscarmys seapal yang bermngaitan pandapatinn Iein Handivilan
DBansinens

(4) Dagt Bangamn infustyl yeng telab bexrdiri mibelim berlslonmys Peratuzen
Dasrah £l dotapl bolun mersildld Ixin Nendirikan Bangmen semisl -
dangan atentunn &alam Peraturan Dasrah indy msks pomilik dibarusionn -
nengirug isin Mendirilkan Bangunan dancan disya porisiran nemout keten
tuan paml 12 Parwhiran Descah 4rd%

Pami 17

Setisp Penegang Tsin Mendirilan Banpinen dan isin Undang - Unfang Oanggunn,’

Fang tidsk mersaruihd ketantuan dalsn Peraturan Jaarah srdy' dapn$ dfkensiane

ﬁyMrMnIMMMMMM-WM--

?."1 18 ---unnilllq

deschanonerd
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Paml 149

Apabila perumsbesn industri dalss melakssnslan legintannya menishulkan poli-
st ater ganggian yuny mengricibation kerusalan uwmmm -
semuad hhnmrm‘hmrmum mﬂmmbﬂm

Paml 19

(1) Baxrang slaps melanggnr ketentuan dalaz pasal 2 dan paml 6 Paratursn -
7 Dasrah ini diancen dengan Ridoman loarungan selans — lamanga 6 ( snax ) -
o bulan dsn ste: danda sebesar = besarnya Rpe 50;000y~ { ldma pulub sdbua =

ruplab )
(2) Tindak pidans ssbageimans dimaksud pads ayst (1) pemsl izl sfalsh pelang
axrans
AR VIIX
PANRYIDIKAN
Paml 20

(1) Belain Pejabat Panyidik yang bertugas mexyidik tindale pddanay penyidilan
atas tindak ddann sebagsimans dimakmud dalan Perwmturan Dperah ind dapat
Jugn dlaladan oleh Penyidik Pegawei Negeri 3ipl (PPRS) dilingdamean -
Pamerintah Desrah yang pengangcatamnys ditetapian sosiai dengan Peratu =
ran Perundang - undangan yang beriakud

{2) Dalsm melaksmnakan tugas peryidilan, Penyidik Pegawal Negeri 8ipdl (FPX3)
sebasainens Admaksud pada ayat (1) pasal imi, bervenang s
a‘.‘mmammm saoTang tentang adarya tinfak -

Hdam 3

b7 Melakukan tindskan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melaku
knn peserikscan j
Os Mupuxuh berharti mmmmmm divi
torsanga 3

42 Nelakilan penyitasn bonds atmi surat §

o Nengmabil S1dlk Jart dan nemotret seorang §

27 Nemangeil orang untuk didanzar dan diperikss sebagal dersangica atan -
sokel 3

& Nedatangkan oTang ahli yang &ipsrluican dalsm ubungarmys &engan peas
riksaan parkare §

LS Nengadakan panghentian peyidikan setelah pendapat petuniic dari pe =
nyddik bahwa tidak terdapat oudaip bulcti atmi perigtiwe tergsbut uian
moxupakan tindak pidans dan selanjutnys melalul penyidik menmberitahu-
kan hal terwebut kepada perintut vemm, Sersangis atsi keluarpanys §

417 Mongadskan tindnkan lain menirus Hiam yang dapat dipartangging Jjawh
lany
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| BAB  IX
ATURAN PERALTHAN

Paszl 21

Hal-hal yang belum distur dalom Peraturen Daerah ini sepanjong me—
ngenal peleksanzznnya akan diatur dan ditetapken oleh Bupati Kepala

D@emho

Pasal 22

Peraturan Daerzh ini mulail berlaku sejal tanggel diundangkan.

1

Agar supaye setlap orang dapatb mengetaluinyz, memerintahkan K
Penpundangon Percturan Deerah ini dengan penempatonnys dalem Lem—
baran Daerah Kebupaten Daerah Tingkat IT Musl Banyuasine

| Ditetapken @4 Sakayw
| edn tengaal 15 Nopeber 1995

DETAT PEAVALILAIT RAKTAT DAERAH
KiBUPATIE DARRAH TINCKAT II
IUSI BAHTUASLY :

DTSAHKAN Divndanclkan dalofh Lembiran Daerau
Dengan Surat Ksputusan Guberrur Kdh, Tk, 1 85 Kabupaten Daerab finckat 1] phust Danyust
— . . ; Hus 4
f dﬁ:’a{'w /95-/ /997)7 NOI;Z;@»[ T uu.'1 5 })J;
; »—___\!l My
f'; “’ Nomor 4?96 [SX [Ny 7% ;72 SEKREFARIS wu van foana

"Fe ris Wuayah Daerah

DRS. H. ADMAN CIK ATIM
Wit 010049159
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PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN |
DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA
JIn. Kolonel Wahid Udin No. 236 Telp. (0714) 321301 Fax. (0714) 321880 Sckayu

Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal

Sekayu, 08 .OKTQ8ER 2001.

. 669/ DPU — CK / 2001 Kepada Yth,
- Biasa. - Bapak Bupati Musi Banyuasin
- Satu Berkas. "~ Cq.Kepala Bagian Hukum

- Penyampaian Rancangan Pemerintah Kab. Muba

PERDA Tentang IMB. di—
SEKAYU

Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Dacrah Pemerintah
Kabupaten Musi Banyuasin, PERDA No.7 Tahun 1999 dipandang tidak sesuai lagi

dengan keadaan sekarang ini.
Bersama ini disampaikan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Retribust

Mendirikan Bangunan.

Demikian atas perhatian dan perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
- CIPTA KARYA KAB. MUBA
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